
I. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 
1956 teruang Pembentukan Daerah Otonomi 
Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatcra Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 32, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3143); 

a. bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak di 
Kabupaten Deli Serdang masih belum 
dilakukan secara maksimal, mengakibatkan 
masih terjadi lindakan kekerasan, 
intirnidasi, eksploitasi dan penelantaran 
terhadap anak, sehingga diperlukan peran 
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan 
generasi yang sehat, cerdas dan sejahtera. 

b. bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
ten tang Perlindungan Anak yang 
menyatakan bahwa Pemenntah Daerah 
berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak 
anak dan mendukung kebijakan nasional 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak 
di daerah. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, dan 
huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Deli Serdang ten tang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

MengmgaL 

' 
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• 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Pcrlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembamn Negara 
Republik Indonesia Nomor 5606) 
sebagaimana telah diubah bcberapa kali 
terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Penctapan Pcraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undung 
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pcrubahan 
Kcduo Alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tent.ang Perhndungan Anak 
Menjad) Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5882); 

5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tarnbahan Lernbarnn Negara Rcpubhk 
Indonesia Nomor 4279); 

6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tcntang Sistem Pendidikan Nasional 
[Lernbaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lcmb .. ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301): 

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasun Dalam 
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 95, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419); 

8. Undang Undang Nomor 13 Tahun 20 6 
tentang Perhndungan Saksi dan Korban 
(Lernbaran Negara Republik I ndoncsi a 
Tahun 2006 Nomor 64, Tarnbahan Lcrnbaran 
Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4635) 
sebagaimana telah diubah dcngan Undana 
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentar ~ 
Perubahan Atas Undang-Undung Nomor 13 
Tahun 2006 tcntang Perlindungan Saksi dan 
Korban (Lcmbaran Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, 
Tumbahan Lc:mbaran Negara Nomor 5602); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
ten tang Adrninistrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

' 
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• 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4720); 

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tcntang Pornograli (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4928); 

12. Undang-Undang Nomor JI Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5062); 

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kcsehatan (Lcmbaran Nt.-gara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistern Peradilan Pidana Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5332); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 6573); 

' 
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Mcnctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARMN 
PERLINDUNGAN ANAK 

MEMUTUSKAN: 

PEMERINTAI I KABUPATEN DELI SERDANG 

Dengan Persctujuan Bersarn 1 
DEWAN PERWAKII..AN RAKYAT DAERAU 

KABUPATEN DELI SERDANG 
dun 

18. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 2 Tohun 1988 
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi 
Yang Mempunya.i Masalah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3367); 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Pcnyelenggaraan dan Kel)a sarna 
Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tongga (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Rcpubhk lndonc!l1a Nomor 
4604); 

20. Kcputusan Prcsiden Nomor 87 Tohun 2002 
ten tang Rcncano Aksr Nasionul 
Penghapusan Perdagangan [Trafficking] 
Pcrempuan dan Anak, 

21. Peraturan Menteri Pembcrdayaon 
Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tcntang 
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anal<; 

22. Pcraturan Menteri Pembcrdayaan 
Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 ternang 
Kebijakan Knbupaten/Kota Layak AMk 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 181 ); 

23. Peraturan Menten Pcmberdayaan 
Pcrcmpuan dan Perlindungan Anuk Nomor 
12 Tahun 2011 tentang lndikator 
Kabupaten/Kota Layak Anak [Berita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor lt,9), 

24 Pcraturan Daerah Nomor 3 tahun 201b 
tcntung Pernbcntuknn dan 8usun,,n 
Pcrangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang 
sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan 
Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomcr 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atos 
Peraruran Daeroh Nomor 3 tahun 2016 
tcntang Pernbentukan dan Susunan 
Pcrangkac Dacrah Kabupaten Deli Serdang: 

25. Pcraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 
ientang' Ketahanan Keluarga. 

• 
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Dolam Pcraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan: 
I. Dacrah adalah Kabupatcn Deli Serdang. 
2. Pcmcrintahan Daerah adalah penyelcnggaraan urusan 

pcmcrintah olch pernermtah dacrah dan DPRD menurut asas 
otonorni dun tugas pcmbantuan dcngan prinsip olonomi seluas 
lunsnya dalam sistcrn dun prinsip Negara Kcsatuan Rcpubbk 
lndcncsia scbagairnana drrnaksud dalarn Undnng-Undang Dasar 
Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 1945. 

3. Pcmcrinrah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur pcnyctcnggara 
pcmcnntahnn dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pcmerintahan yang menjadi kcwcnangan dacrah oionom. 

4. 13upati adalah Bupaii Deli Scrdang. 
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat dacrah yang sclanjutnya disingkat 

OPRD adalah Lembaga Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten 
Deli Scrdang yang berkcdudukan sebagai unsur pcnyclcnggara 
Pcmcrintah Oacrah. 

6. Pcrangkat Oaerah adalah unsur pcmbantu Bupati dan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Oaerah dalam pcnyclenggaraan Urusan 
Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Oacrah. 

7. Lcmbaga Non Pemcrintah adalah organisasi/lembaga yang 
dibentuk olch anggota masyarakat warga Negt1ra Republik 
lndoncsio secara sukarcla atas kehendak scndiri, baik berbadan 
hukum maupun tidak berbadan hukum dan berminut sorta 
bcrgcrak dibidang usaha kcsejahtcraan sosial yang ducrapkan 
olch organisasi/ lembaga scbagai wujud part isipasr rnasyarakat 
yang mcnitikberatkan kcpada pcngabdinn secura swadnya, 

8. Masyarakut adalah pcseorangan, kcluarga, kelornpok clan 
organisaei scsial dan/atau orgamsasi kcmasyarakatan 

9. Anak adalah scseorang yang belum berusia 18 [delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

10. Anak Balita adalah anak yang berusia O (nol) sarnpai dcngan 5 
[lirna] tahun, bcrada dalam tahap awal pcrkembangan manusia. 

11. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (cnam) sarnpai 
dcnga n 18 (delapan be las) tahun. 

12. Anak yang Bcrhaclapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dcngan hukum, anak yang menjadi korban tindnk 
pidana, dun anak yang rncnjadi saksr tindak pidana, 

13 llak anuk adalah bagian dari hak asasi rnunusia yang wajib 
dijamin, dilindungi dan dipcnuhi oleh orang tuu, keluarga, wuli, 
rnasyarakat , perncrtruah dun negaru 

14. Kcwajibun Anuk adaluh segala sesuatu yang harus dilaksanakan 
oleh anak sesuai dcngan Iungsr dan peran unak. 

15 Anak Terlantnr aduluh anak vang udnk tcrpcnuhi kebutuhan 
birnbingan mental dan agama serta pclayanan sandang. pangan, 
papan, kesehatan, pcndidikan, fisik, maupun sosial secara 
wajar. 

16. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur 
dengan menghabiskan sebagian bcsar waktunva diluar rumah 
untuk mencari nalkah di jalanan atau di Lcmpol umum. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
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17 Anak Drsabihtas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, 
mental. intelektual, atau sensorik dalam jangka wakru lama 
yang dalam berinteraksi dengan hngkungan dan sikap 
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang rnenyulnkan 
unruk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan 
hak. 

18. Anak Angkat adalah Anak yang haknya diahhkan dan 
lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau 
orang lam yang bertanggungjawab atas pcrawatan, pendidtkan, 
dan mernbesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga 
Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 
pengadilan. 

lQ.Ana.k Asuh adaJah Anak yang diasuh olch scseorang atau 
lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan. 
pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah 
satu Orang Tuanya udak mampu menjamin tumbuh kcmbang 
Anak secara wajar. 

20. Tim Perumbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PlPA) adalah 
wadah perternuan kordinasi lintas instansi guna memberikan 
pertimbangan untuk memberikan izin pengangkatan anak yang 
diselenggarakan secara konfrehensif dan terpadu. 

21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
mehndungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, rumbuh. 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan serta mcndapat 
perlmdungan dari kekerasan dan diskrimmasi. 

22. Penvelenggarsan Perlindungan Anak adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan Pernerintah Daerah, masyarakat dan 
orang rua serta wali vang ditujukan untuk perlindungan anak 
termasuk perlindungan khusus. 

23. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang 
diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 
mendapatkan jaminan rasa aman rerhadap ancaman yang 
rnembahayakan diri dan jiwa dalarn rurnbuh kernbangnya. 

2.:. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah 
dan/atau ibu tin atau ayah dan/atau ibu angkat 

25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 
menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 

26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami istri, suarru istri dan anaknva atau avah dan anaknva 
atau ibu dan anaknva atau keluarga sedarah dularn ~ans lurus 
ke atas atau ke bawah sarnpai dengan derajat ketiga. 

27 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 
organisasi sosial dan/atau orgamsasi kcrnasyarukntan. 

28. Kekerusan terhadap anak adalah seuap perbuaian terhadap 
anak yang berakibat urnbulnya kcsengsaraan atau pcnderitaan 
secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, tcrmasuk 
ancaman untuk rnelakukan perbuatan, pemaksaan atau 
perampasan kernerdekaan secara melawan hukum 

29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
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30. Eksploitasr terhadap anak adalah setiap perbuat.an mclibali<an 
anak dalam kegiatan yang dapat rncrugikan kescjahtcroan dan 
tumbuh kembang atau mcmbahayakan keselamatan anak 
dcngan tujuan mcmbuat orang lain dapat rncmpcroleh manfaat 
ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, terrnasuk bila di 
dalamnya terdapat pembatasan aiau penghilangan kcsernpatan 
anak mcmperoleh haknya. 

31. Perlakuan salah tcrhadap anak adalah seuap tindakan tcrhadap 
anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat 
mcnyebabkan dampak buruk tcrhadap kcscjahteraan, 
kcselarnatan, martabat dan pcrkcmbangan anak. 

32. Pcnclantaran Anak adalah setiap undakan pengabaian 
pcrncnuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan 
pcmeliharaan schingga mcngganggu atau rncnghambat turnbuh 
kcmbang anak, termasuk rnembiarkan anak dalam situasi 
bahaya. 

33. Pencegahan adalah upaya pengembangan kcmampuan dan 
mekanisrne Pernerintah Dacrah, masyarakat, orang tua dan 
tcnaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat 
menccgah terjadinya kckcrasan, perlakuan salah, cksploitasi 
dan penelantaran terhadap anak. 

34. Pcngurangan risiko adalah Lindakan dini tcrhadap anak dan 
kcluarganya yang berada daJam slruasi rentan arau bcrisiko 
rnengalarni berbagai bentuk tindak kckerasan, perlakuan salah, 
eksploitasi dan/alau pcnclantamn. 

35. Pcnanganan korban adalah tindakan yang mcliputt idcntifikasi, 
pcnyelamatan, rehabilitasi clan rcintegrasi terhadap anak yang 
menjadi korban tindak kckcrasnn, pcrlakuan salah, cksplouasi 
dart/atau penelantaran, 

Jo. Unit Pelaksana Tcknis Pcrlindungan Perempuan dan Anak yang 
selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lcmbaga pcnycdia 
layanan tcrhadap korban kckerasan perempuan dan anak di 
ungkat kabupatcn yang dikelola Pemenntah Dacrah dalam 
bcntuk bantuan konscling, pclayanan kcschatan, rcintcgrnsi 
sosial dan bantuan hukum. 

3i. Rumah Aman adalah ternpat tinggal sementara yang digunakan 
untuk rnernberikan perlindungan sclama proses pendampingan, 
guna keamanan dan kcnyarnanan terhadap korban dari 
ancarnan dan bahaya pelaku scsuai dengan standar opcrasional 
yang ditcntukan. 

38. Lingkungan Pcngasuhan adalah pengasuhan olch orang tua dun 
pcngasuhan di luar pengusunan orang tua, terdiri dari 
pengasuhan olch orang tua asuh atau orang tua angkat maupun 
pengasuhan dalam lcmbaga sepcru panu asuhan atau panti 
sosiol asuhan anak atau nama lam sejenisnya. 

39. Perkawinan Anak adalah sescorang baik laki-laki rnaupun 
perempuan yang kawm bclurn berusia 18 (delapan bclas) tahun, 

40. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Kl.A adalah 
Kabupaten yang mcmpunyai sistem pembangunan berbasis hak 
anak mclalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya 
pcmerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tcrencana 
secara menyeluruh dan berkclanjutan dalam kcbijakan, 
program dan kcgiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak. 

, 
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Ruang lingkup pengaturan Penyclcnggaraan Pcrlindungan Anak 
mcliputi: 

a. Ketentuan Umum; 
b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; 
c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, 

Masyarakat, Orangtua dan Keluarga; 
d Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 
e. Sarana dan Prasarana; 
f. Pckcrja Anak Pada Sektor Informal; 
g. Penanganan Korban; 
h. Peran Sena Lcmbaga Non Pemerintah dan Sektor Swasta; 
i. Forum Partisipasi Anak; 
j. Larangan; 
k. Kabupaten Lavak Anak; 

Pasal4 

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjarnin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, turnbuh dan 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai denzan 
harkat dan rnartabat kemanusiaan, serta mendapat pcrlindungan 
dari kckerasan dan diskrirninasi, eksploitasi, penelanraran, yang 
dilakukan sccara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan 
demi terwujudnya ana.k yang berkualitas, berakhlak mulia dan 
sejahtera di daerah. 

• 

Pasal 3 

Penyelcnggaraan pcrlindungan anak berasaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 
Hak Anak meliputi: 
a. non drskrirninasi; 
b. kepenlingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkcmbangan; dan 
d. penghargann terhadap pendapnt nnak. 

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

PasaJ 2 • 

41. Gugus Togas Ka bu paten La yak Anak yang selanjut.nya disingkat 
Gugus Togas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat 
Kabupaten yang mengoorclinasikan kebijakan, program dan 
kegiatan untuk mewujudkan KLA. 

42. F'orum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak 
dan/atau kclompok anak yang ada di Kabupatcn Deli Serdang. 

43. Sektor Swasta adalah kcgiatan yang clijaJankan secara mdividu 
atau kelompok baik itu usaha mikro, usaha kecil, usaha 
mcnengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi 
yang bertujuan rnendapat keuntungan. 

44. Gugus Togas Oaerah Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Pcrdagangan Percmpuan dan Anak yang selanjutnya disebut 
Gugus Togas Daerah RAN-P3A adalah lembaga koordinauf di 
ungkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program 
dan kegiatan untuk menghapuskan perdagangan (traficking) 
perempuan dan anak. 
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(1) Masyara.kat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap 
perlindungan anak mclalui kegiatan peran masyarakat dalam 
penyelcnggaraan perlindungan anak. 

Bagian Ketiga 
Kcwajiban dan Tanggung .Jawab Masyumkat 

Pasal 7 

, 

Pemcrintah Daerah bcrkewajiban dan bertanggung jawab: 
a. rnenvusun rencana strategis pcnyclenggaraan pcrlindungan 

anak jangka pendck, mencngah dan panjang; 
b. mcnghonnali pemcnuhan hak anak tanpa mcmbedakan suku, 

agarna, ras, golongan, jenis kclamin, etnik, budaya dan bahasa, 
status hukum, urutan ketahiran anak, don kondisi fisik 
dan/arau mental; 

c, rncmbcrikan dukungan saranu, prasarana dun ketcrsedtaan 
surnberdaya manusia secara bertahap discsuaikan dengan 
kemompuan kcuangan daerah dalam penyelenggaraan 
perhndungan anak. 

d mclakukan pcmbinaan, pcngawasan don cvaluasi 
penyelcnggaraan pcrlindungan anak: 

e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalarn 
mcnynmpaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasan anak: 

f. mernfasilitasi terwujudnya peran sorta masyarakat dan sektor 
swasta dalarn menyclenggarakan pcrlindungan anak 

g. mcndorong tanggungjawab orangtua, Masyarakat, lembaga 
pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan 
pcrlindungan anak; 

h rnengopumulkan perun dan fungsi Perangka; Daerah yang 
terkau dalam rnelakukan pencegahan, pengurangan rcslko 
kerentanan dan penanganan tindak kekerasan tcrhadap anak, 
eksploitusi terhadap anak, dan perlakuan salah terhadup anak: 

i. rncnyr-diakan rumuh urnan mclindungi anuk dari segulu bentuk 
tinduk kekerasan dan ancarnan clnri pelaku 

I 

Bagian Kedua 
Kewajiban dan Tanggung Jowob Pemerintah Daerah 

Pasal6 

Pcmenntah Daerah, masyarakat, kelunrga dan orang tun atau wali 
bcrkcwnjiban dan bertanggung jewab terhadnp pcnyelcnggaraan 
perlindungan anak. 

BAB Ill 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERJNTAH DAERAH, 

MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 5 

I. Pembmaan dan Pengawasan: 
m. Kctentuan Sanksr; 
n, Kctentuan Pcnutup. 
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Bagian Kedua 
Hak SipiJ dan Kebebasan 

Pasal 10 

(1) Hak sipil dan kebebasan meliputi: 
a. Pencatatan Kependudukan: 

l Anak berhak atas narna sebagai idcntitas diri dan 
dicatatkan biodata sebagai pcnduduk; 

Pcmerintah Daerah, Lernbaga Non Pcmcrintah, scktor swasta, 
masyurakat orangtua dan keluarga berkewajiban mcmberikan 
perlindungan dan pemcnuhan terhadap hak anak sesuar dcngan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 9 

BABIV 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 

, 

(I) Orangtua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab 
terhadap anak dalam bcntuk: 
a mengasuh, mernelihara, mendidik dan melindungi anak; 
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan 

kernampuan, bakat, dan rninat anak; 
c mencegah tcrjadinya perkawinan pada usia anak; 
d. memberikan pcndidikan karakter dan pcnanaman nilai 

budi pekeru pada anak; 
e. melaporkan sctiap kelahiran anak kepada perangkat 

daerah yang berwenang dan melakukan pencatatan 
kelahiran; dan 

f. rnewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, 
rehgius, bersih dan sehat, 

(2) Dalam hal orang tua udak ada atau tidak diketahui 
keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat 
rnelaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

I 

Bagian Keernpat 
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orangtua dan Keluarga 

Pasal8 

(2) Masyara.kat bcrkcwajiban dan bertanggungjawab dalam upaya 
pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan 
anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perlakuan 
salah, dan penelantaran rnelalui upaya perseorangan maupun 
lembaga. 

(3) Masyarakat berkewajiban dan benanggungjawab membenkan 
informasi atau melaporkan setiap siruasi kerentanan dan 
kekerasan yang terjadi di lingkungannya 

(4) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dcngan melibatkan 
organisasi kcmasyarakatan, akadcmisi dan perncrhati anak. 
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()) Anak berhak diasuh oleh keduu orang tua dengan penuh kusih 
suyang sampai dewasa 

(2) Dalum snuasi apapun hnk orang tua dalam pcngasuhan anak 
tidak boleh dipcrgunakan untuk menghalangi hak anak 
mendapatkun kcpenungun tcrbaik bagi anak. 

(3) Apabila karena satu haJ dun lainnya kcdua orang tua tidak 
mampu memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam 
kelangsungan hidup anak maka Pemcrintah Daerah harus 
memfasilitasr bentuk pengasuhan altematif dengan 
pertirnbangan kepentingan terbaik anak. 

(4) Penetapan atas hak pengasuhan altematif dilakukan olch 
pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

(21 Ketemuan lcbih lanjut mengenai standar mformasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 4 diatur 
dengan Peraturan Bupan, 

Bagian Kctiga 
Lingkungan Kcluargn, Pengasuhnn Ahcmntif 

dan Pcngangkatan Anuk 
P1tsrtl 11 

c. Hok kebebasan pada anak: 
I pernerintah daerah dan masyarakat yang terlibat dnlam 

pc:nyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak 
untuk didengar pcndapatnya dalarn hal seuap 
pengambilan kebijakan yang terkait dcngan 
pcnyelenggaraan pcrhndungan anak; 

2. pcndapat anak sebagaimana dimaksud pada angka I 
chsampaikan melalui musrcnbang. kongres anak atau 
bentuk-bcntuk lam yang scsuai dengan tingkat 
perkcmbangan, keccrdusan, dun kemarnpunn anak; 

3. pemcrintah daeruh mcmfasilitusi organisasi-organisnsi 
unak St'b:1g1u media berekspresi dan menynrnpaiknn 
pendapat; 

4, pcmerintah daerah mcnjamin hak kebebasan atas 
informasi yang dapat diakscs anak-anak harus sesuai 
dcngan tingkat pcrkcrnbangan, kecerdasan, dun 
kcmampuan anak; dan 

b, Pencatatan kelnhiran 
I Anok berhak unruk mendopatkan peloyanan dun 

dicutatknn kclahimnnya tonpa harus mcmandang status 
hukum perkawinan ornngtuanya; 

2. Anak bcrhak mendapotkan pcngurusan dan penerbitan 
akta kelahiran udak dipungut biaya. 

2 Anak bcrhuk alas idcnutas din yang dicatat dulam Kartu 
Keluarga ( KK); 

3. Anak berhak atas penerbrtan Kartu ldenutas Anak ( KIAi, 
4. Anak berhak atas penerbitan Kartu Idenutas Elektronik; 
5 Anak berhak etas status kewarganegaraan; 
6 Anok yang dilahirkan don perkawinan campuran antara 

warga negam Rcpublik Indonesia dengan warga ncgara 
osing yang telah berusiu 17 tahun mendapatkan surat 
kcterangnn pelaporon kelahiran. 
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(I) Pemenntah Ducruh },tng mcnvclenggarakan urusan 
pemcnntahan bidang kesehntan wnjib menvediakun fasilitas 
dan menyelcnggarukan upaya kesehatan yang kcrnprehensif 
bagi anak, agar seuap anak mcmpcroleh derajnt kesehatan 
yang opumal SCJUk dalam kandungan. 

(2) Penyediaan fasihtas dan penyelenggaraan upaya kesehaum 
secara komprchensif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
didukung oleh peran serta masvarakat. 

(3) Lpaya kesehatan yang kornprehensif scbagaimana dimaksud 
pada ayai (l} mcliputi upaya promotif, prcvcmif, kuratif, dan 
rehabilitatif, baik unruk pelayanan keschatan dasar maupun 
rujukan. 

Pasal 14 

(IJ Seuap anak berhak mendapalkan pelayanan kesehatan dasar 
dan kesejahteraan secara opumal mencakup hak untuk 
mendapat pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan yang 
bebas dari asap rokok. 

(21 Pernerintah Daerah menyediakan fasilitas khusus bat; anak 
anak yang berkebumhan khusus aias pelayanan kesehatan 
dasar dan kesejahteraan, 

' 

Bagi in Kelirna 
Kesehatan Dasar dan Kesejahteruan Sosial 

Pa~I 13 

( l) Pcngangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai 
tata cara yang berlaku d1 dolnm masyarakat yang 
bersangkutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan 

(2) Pengangkatan Anak sebagairnana dirnaksud pada ayat ( l J tidak 
mernutuskan hubungan darah antara Anak yang dsangkat dan 
Orang Tua kandungnya. 

(3) Pengangkatan Anak sebagaimana drrnaksud pada ayat (1) 
wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dcngan tidak 
mcnghilangkan identitas awa.l Anak. 

(4) Calon Orang Tua angkat harus seagarna dengan agama yang 
dianut oleh ca.lon Anak Angkat. 

(5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapal 
dilakukan sebagai upaya terakhir, 

(6) Da.lam ha.l Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan 
mengangkat Anak tcrsebut harus menyertakan identitas Anak. 

(71 Orang tua yang mengangkat anal< wajib rnernaruhi persyaratan 
pengangkatan anak melalui Pcrangkat Daerah yang berwenang 
dan mengikuti proscdura.l Tim Pertirnbangan Perizinun 
Pengangkatan Anak ( PIPA) 

(5) Pengawasan pcnyclenggaman pengasuhan u.ltcmauf dan 
pengangkatan anak dilakukan oleh Pernerintah Dacrah. 

(61 Orangtua dan keluarga berkewajiban untuk melakukan upaya 
pencegahan perkawinan anak. 

Bagian Keempat 
Pcngangkatan Anak 

PasaJ 12 
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(2) 

Pcmerintah Daerah secara bertahap berdasarkan kemampuan 
keuangan daerah rnenyelenggarakan program wnjib belajar 12 
(du .. belas) tahun uruuk sernua anak tanpa c.1,d~ drskriminasj, 
Pernerintah Dacrah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi 
berprestasi dan mernbenkan Bantuan Siswa \hskin (BSM)/ 
Program Indonesia Pintar. 

( l) 

Bagmn Keenum 
Pcndidikan, Pcmanfantan Waktu Luang, 

dan Kegiutan Scni Budaya 
Pasal 16 

(II Pcmcrintah Oacrah dan masyarakat wajib menyclcnggarakan 
pcrlindungan kesejahteraan sosial bagi 
a. anak vang bcrhadapan dcngan hukum; 
b. anak korban kekerasan yang tereksploitasi secara ekonomi 

dan seksual; 
c. anak terlantar; 
d. anak korban penculikan dan anak korban perdagangan 

orang 
e, anak yang udak mcmpunyai orang rua dan diasuh olch 

prhak atau keluarga Lidak mampu; 
f. an. k korban bencana alarn atau bcncana sosial; 
g. anuk pcnyandang disabilttas; 
h anak korban penularnn IIIV / AIDS, 

(2) Penyclcnggaraan kesejahteraun sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) Pcmcrintah Daerah melibatkan peran serta 
rnasyarakat, lcmbagu non pcmcnntah dan sektor swasta serta 
keluarga, 

(3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada avnt (I) 
dapat berupa pcnyediaan layanan. 
a. kesehatan; 
b. pendidikan; 
c. bimbingan sosial, mental dan spiritual; 
d. rehabilitasi sosial; 
e, pcndampingan; 
f. pernberdayaan; 
g. bantuan sosiaJ· 
h. bantuan hukum, dan Zutuu 
1. reintegrasi an ak dalam keluarga. 

Pasal 15 

(6) 

(S) 

Upaya kesehatan yang komprehensif dilakukan bebas biaya 
terhadap penyandang cacat, anak jalanan dan nnak yang 
rnenjadi korban kekcrasan, penculikan, penclantaran, 
penularan HIV/ Al OS, tereksplouast secara ekonorm dan 
seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotroprka dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dari kcluarga 
yang udak mampu 
Upava kcschatan yang komprehcnsif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dilakukan secara bertahap disesuaikan dcngan 
kemampuun keuangan daerah. 
Pernerintah Daerah mendorong terciptanya layanan kesehat.an 
vang ramah anak, 

(4) 
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(l) Anuk yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang 
sarna atas akscsibilitas pcndidikan yang mudah di akscs dan 
terjangkau. 

(2) Pernerintah Daerah memfusihtasi pcnyclcnggaraun Pcndidikan 
lnklusi bagi anak bcrkcbutuhan khusus sesuai 
kewenangannya; 

(3) Pcmerintah Daerah mcmfasilitasi pemanfaatan waktu luang 
dan kcgiatan seni bagi anak bcrkcbutuhan khusus, 

PasaJ 19 

(I) Pcmerintah Dacrah mendorong tercrptanya Satuan Pcndidikan 
Ramah Anak dengan mcngaplikasikan konsep disrphn positif 
tanpa kekerasan dan mernbcrikan layonan pendidikan yang 
rarnah anak: 

(21 Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayut (J) dilaksanakan mulai jcnjang pcndidikan PAUD, 
Pendidikan Dasar dan Pcndidikan Mcncngah; 

(31 Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (2) 
melipuu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemcrintah, pemcrintah provinsi, pernerintah daerah dan 
rnasyarakat; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Satuan 
Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diarur dengan Peraruran Bupati. • 

Pasal 18 

( 1) Pemerintah Daerah mempcrluas jangkauan pcndidikan bagi 
anak rnelalui pendidikan non formal dan informal. 

(2) Pcmermtah mendorong peran serta rnasyarakat, lembaga non 
pcrnerintah dan sektor swasta dalam memberikan baruuan 
fasihtas sarana transportasi bagi anak yang wiluyah 
sekolahnya sulit untuk dijangkau olch anak. 

(3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesernpatan seluas 
luasnya kcpada anak untuk mempcroleh pendidikan. 

(3) Setiap penyelcnggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak 
dari lembaga pendidikan ianpa adanya janunan terhadap 
keberlangsungan pendidikan anak. 

(4) Dalam haJ anak korban tindak kekerasan atau NAPZA 
rnengalarni putus sekolah, pcnyelenggara Satuan pendidikan 
wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pclaksanaan 
perlindungan anak. • 

Pasal 17 

(3) Pemenntah Daerah wajib menyediakan fasihtas sarana dan 
prasarana pembangunan yang ramah anak agar anak dapat 
bennam dan berkreasi serta didulrung oleh pcran serta 
rnasyarakat dan sektor swasta. 
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(l) Pemerintah Oaerah, Penegak Hukum, Lembaga Non 
Pemcrintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan 
bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang 
memerlukan perlindungan khusus. 

(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diberikan kepada: 
a. anak dalam siruasi darurat; 
b. anak yang berhadapan dengnn hukum; 
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. anak yang dieksploitasi secara ekonorru dan/atau seksual; 
c. anak yang rnenjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adrktif lumnya; 
r. anak yang menjadi korban pomografi; 
s anak dengan HIV/ AlDS; 
h. anak korban pcnculikan, penjualan, dan/atau 

perdagangan; 
i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis: 
j. anak korban kejahatan seksual: 
k. anak korban jaringan terorisme; 
I. anak penyandang disabilitas: 
m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
o. anak yang mcnjadi korban stigmausasi dari pelabelan 

terkait dengan kondisi orangtuanya; 

Pasal 23 

Bagian Ketujuh 
Penyelenggaraan Pcrlindungan Khusus 

Bagi anak usia 7 (tujuh) sarnpai dengan kurang dari 18 (delapan 
belas] tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, 
dapat menernpuh pendidikan melalui satuaa pendidikan non formal 
an ta.ra lain : 
a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah 

lbtidaiyah {Ml); 
b. Kelompok Belajar Pakct B sctara Sckolah Mcnengah Pertama 

(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); 
c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Alas 

(SMA)/Madrasah Aliyah (MA); 

Pasal22 

Pcmcrintah Daerah, masyarakat dan scktor swasta dapat 
mcnyclcnggarokan Pcndidikan Anok Usia Dini (PAUD) Terpadu di 
setiap Desa/Kelurahan. 

Paso! 21 

Anak yang berhadapan dcngan hukum baik itu sebagai pelaku, 
saksi maupun korban, anak yang rnengalami kcharnilan di luar 
pernikahan, anak penyandang disabilitas dan anak korban 
penularan HIV/ AJDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh 
pendidikan. 

Pasal 20 
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Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
balk uu scbagai pelaku, saksi maupun korban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: 
a pcrlokuan secaro mnnusiawi dcngan mempcrhotikan 

kcbutuhan sesuai dengan umumya; 
b permsahan don orang dewasa: 
c. memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan pnontas 

divcrai bagi anak sebagai pelaku berdasarkan ketcntuan 
Undang-Undang Sistem Peradilan Ptdana Anak. 

d. pcmberian banruan hukum dan bantuan lain secara efcktif; 
e. pemberlakuan kegiatan rekrcasional; 
f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan 

lam yang kejam, udak manusiawi serta merendahkan martabat 
dan derajatnya 

g. penghindaran dnri penjatuhan pidana mau dan/atau pidann 
scumur hidup; 

h. penghindaron dari penangkapan, penohanan atau penjara, 
kecuah sebagai upaya tcmkh1r dan dalam wakru .)Ung paling 
smgkat, 

i. pcmberran keeduan dimukn pengaddan annk ),Ing objektif, 
tidak mermhak, dan daJam sidang yang rcrtutup untuk umum; 

J· penghindaran dari publikusi nras idenritesnya 
k. pernbcrian pcndampingan orangtua/wali dan orang yang 

dipercaya oleh anak, 
I. pembenan advokasi sosial, 
m. pernberian kehidupan pribadi; 
n. pemberian aksebiluas, lerutama bagi anak pcnyandang 

disabilitas; 
o. pemberian pendidikan; 
p. pemberian pelayanan kesehatan; dan 

Pasal25 

(I) Pcmcnmah Daerah. masyarnkat, orang tua dan kcluarga wajib 
mclindungi anak dalam suuasi darurat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 avat (2) huruf a. 

(2) Pclayanan bagi anak sebagarmana dimaksud pada ayat (I) 
berupa pemcnuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas 
pclayanan sosiaJ dasar, pcndidikan, bimbingan agama, 
pelayanan keschatan, konseling psikologis, bantuan hukum, 
kcgiatan rekreatif dan edukatif. 

Posul 24 

(31 Perlindungan khusus bagi anak scbagaimana dimnksud pada 
oyat (I) drlakukan melalur upaya: 
a. penangnnan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau 

rchabihtasi secara flsik, psikis, dan sosiul, serta 
pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 

b. pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai 
pemulihan, 

c. pernberian banruan sosiul bagi anak yang berasal dari 
keluarga udak mampu; dan 

d pcrnberinn perlindungan dan pendampingan pada setiap 
proses peradilan. 
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Pcrlindungan khusus bagi anak dcngan HIV/AIDS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayaL (2) huruf g dilaksanakan melalui 
pengawasan, pencegahan,pengobatan, perawatan dan rehabiluasi. 

Pasal 30 

Pcrlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pomografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f 
dilaksanakan rnelalui upaya pcmbinaan. pendapampingan, serta 
pcmulihan sosial, keschatan fis1k don mental. 

Pasal 29 

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 23 ayat (2) 
huruf e dan terlibat daJam pernakaian, produksi dan distribusinya, 
dilakukan melaJui upaya pengawasan,pencegahan, perawatan, dan 
rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. - 

PasaJ 28 

(11 Perlindungan khusus bagi anak yang dicksploitasi secara 
ckonomi dan/atau seksual sebagarmana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan kcwajiban dan tanggung 
jawab Pemenntah Daerah, orang tua, keluarga dan 
masyarakat. 

(2) Pcrlindungan khusus bagi anak yang dicksploitasi 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. penycbarluasan dan/atau sosialisasi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak; 

b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan 
c. pelibatan berbagai instansi pcrnerintah, perusahaan, 

scrikat pekCIJ8, LSM dan masyarakat daJam penghapusan 
ekploitasi tcrhadap anak secara ekonomi dan/atau 
seksuaJ 

Pasal 27 

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi scbagairnana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c 
dilakukan rnelahn penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat 
dimkrnati budayanya scndiri, mengakur dan mclaksonakan ajaran 
agamanya sendin, dan mcnggunakan bahasanya scndiri. 

PasaJ 26 

q pembcrian hak lam scsuai dengan ketcntuan peraturan 
pcrundang undangan. 
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( I} Pemenntah Daerah. masyarakat, keluarga dan orang tua wajib 
melindungi anak korbun kckcrasan fis1k dan/alllu ps1k1:i 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf i 

(2) Bentuk perhndungan sosial oog1 anak korban tindak 
kekerasan vanu pelayanan sosial dasar, pendidiknn, 
bimbingan agamo, pelayanan kesehatan, konsehng psikolog, 
banruan hukum, kegiatan rekreauf edukauf dan 
pemberdayaan orang tun Anak Korban Tindak Kekerasan. 

Pasal 33 

(I) Setiap anak korban pcnculikan, penjualan, don/atou 
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (2) 
huruf h berhak mempcroleh perawatan dan rehabihtasi baik 
fisik, psikis maupun sosial. 

(2) Perhndungan bagi anak korban pencuhkan, pcnjualon, 
dan/atau pcrclagangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2) huruf h dilaksanakan rnelalui Rumah Perhndungan 
Sosral Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungun anak 
lainnya, melalui rujukan dari lembaga pcmerintah maupun 
rnasyarakat. 

(3) Benruk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, 
layanan bimbrngan sosial clan keterampilan, layanan 
kesehatan, rnanajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, 
layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreauf 
edukauf, rujukan kepada layanan lamnya sesua.i kebutuhan. 

Pasal 32 

(I) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, 
danj'atau perclagangan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2) buruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, 
perhndungan, pcncegahan perawatan dan rehabihtasi oleh 
Pemcrintah Daerah, Lembaga Non Pernermtah Daerah dan 
rnasyarakat, 

(2) Untuk melaksanakan upayo pengawasan, perlindungan don 
pencegahan terjadinya perdagangan anak, scbagrumona 
dimoksud pada ayat (l) Pcmerintnh Dacmh mcmbentuk Ougus 
Tuga'I Oaemh RAN P3A yang tt'rd,ri dan Pcrangkat Dacrah, 
Instansi tcrkait, Lernbaga Non Pernerintah Dacmh don 
masyarakat, mengambil langkah langkah berupa 
a. dilakukannva pengawasan yang bersifat prcvenuf 

maupun represif dalam upaya melaksanakun undakan 
pencegahan dan pcnghapusan perdagangan anak; 

b. melaksanakan sosiahsasi dan/atau kampanye tentang 
penccgahan, penanggulangan dan pcnghapusan praktek 
praktek perdagangan anak; 

c. melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota yang 
dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasamo 
penanggulangan scsuai dengan pcraturan perundang 
undangan 

Pasal31 



19 

Pcrlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf 
m dilakukan rnelalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, 
konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial olch 
Pcmerintah Daerah dan masyarakat. 

Pasal 37 

Perlindungan khusus bagi anak disabilitas sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 23 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya: 
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak anak; 
b. pemenuhan kebutuhan khusus; 
c. perlakuan yang sama dcngan anak lainnya untuk mcncapai 

integrasi sosiaJ sepenuh mungkin dan pengembangan individu: 
dan 

d. pendampingan sosial. 

Pasal 36 

Pcrlindungan khusus bagi anak korban jarmgan terorisme 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf k dilakukan 
melalui upaya: 
a. edukasi tentang pendidikan, ideotogi, dan nilai nasionalismc; 
b. konsehng tentang bahaya terorisme; 
c. rehabihtasi sosial, dan 
d. pendampmgan sosial. 

PasaJ 35 

Pcrlindungan khusus bagi anak korban kejahatan scksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j dilakukan 
melalui upaya: 
a. edukasi tentang kesebatan reprodukst, nilru agama, dan nilai 

kesusilaan: 
b, re habilitasi sosial: 
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan; dan 
d. pemberian perhndungan dan pendampingan pada setiap 

tingkat pemeriksaan muJai dari penyidikan, penuntutan, 
sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Pasal34 

(3) Perhndungan bagi anak korban tindak kekerasan 
dilaksanakan sccara terpadu oleh Pemerintah Daerah, 
Masyarakat, Lembaga Non Pemcrintah Daerah dan instansi 
terkait yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan 
oleh Bupati. 
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(I) Seuap badan usaha atau ternpat usaha atau pemberi kerja 
dilarang mempekerjakan anak: 

(2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mernberikan 
perhndungan kepada Pekerjn Anak pada Pekerjaan sekror 
Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangnn. 

(3) Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagarmana 
dimaksud pada ayat (2) rneliputr 
a. penyerrur sepatu anak: 
b pedagang asongan anak; 
c. pengamen anak: 
d, pemulung anak: 
e. tukang parkir anak; 
(. pekerjaan sektor informal lainnya yang mcmpekerjakan 

anak. 

• 
BABVI 

PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL 
Pasal 40 

(I) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta 
rncnyediakan sarana dan prasarana anak, antara lam tempat 
menyusui anak, tcmpal bermam, ternpat rekrcasi dan 
berkreasi, tarnan bacaan, pojok mformasi dan internet gratis; 

(2J Pcrnenntah Daerah mcndorong penyediaan sarana dan 
prasarana anak di fasilitas umurn, ternpat rekreasi, serta 
perkantoran ternpat pelayanan umum yang drselcnggarakan 
oleh pemenntah, masyarakat dan sektor swasta: 

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dirnaksud pada ayat {l) 
dan ayat (2) harus mernenuhi kntena sebagai berikut: 
a. menjamm keselarnatan, kenyamanan dan kesehatan 

anak; 
b, mcmotivasi kreatifitas anak; 
c. mengandung unsur pendidikan; dan 
d aksesibilitas olch anak berkebutuhan khusus; 

(<!) Pcnvediaan sarana dan prasarana oleh Pemerrntah Dacrah 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 
secara bertahap disesuaikan dcngan kemarnpuan kcuangan 
daerah. 

BABV 
$ARANA DAN PRASARANA 

Pasnl 39 

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial 
menyirnpang scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 23 ayat (2) huruf 
n dan Perlindungan khusus bagi anak yang rnenjadi korban 
stigrnatisast dan pelabelan terkan dengan kondisi orangtuanya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (2) huruf o dilakukan 
mclalui bimbmgan rulai agarna dan mini scaial, konsehng, 
rchabilitasr sosial, dan pendampingan sosinl, 

Pasal 38 
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(7). Dalam ha! anak dipekerjakan bersarna dengan tcnaga kerja 
dewasa. tempat kerja anak harus dipisahkan clan tempat kerja 
tenaga kerja dewasa 

(6) 8l'tiap orang yang mernpckerjakan anak pada pekerjaan sektor 
informal wajib mempcrhatikan persyaratan sebagar berikut 
o USHI bagi Pckerja Anak pada Pckcrjaan Sektor Informal 

diaias JS (hma belas) tahun: 
b. mendapat persetujuan tertuhs dari orangtua/wali Pekerja 

Anak pada Pekerjaan Sektor Informal: 
c. pelaksanaannya harus drtuangkan dalam perjanjian kerja 

tcrtulis antara majikan dengan orang iua/wah Pekerja 
Anak pada Pckerjaan Sektor Informal; 

d. tidak dipekerjakan pada malam hari; 
e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehan, 
f. tidak drpekerjakan pada tempat atau lingkungan yang 

dapat mengganggu proses turnbuh kembang anak, baik 
fisik, mental, moral dan iruelekrual maupun kesehatan 
anak; 

g. members kesernpatan untuk berscsiulisasi dengan 
keluarga clan hngkungan sekuornya. 

h. membcn kesernpatan unruk mend .. ipat pcndidikan sesuul 
dengan bakat dan rninatnva, 

i. dipekerjakan untuk jerus pekerjaan yang ringan; dun 
J· member: kesernpatan hbur satu han dalarn sermnggu. 

• 

(5) Upava perlindungan kepada Pekerja Anak pada PckerJMIO 
Scktor Informal sebaaaimana pada avat (2) antara lain berupa: 
a. rnernbcnkan pcuyuluhan kcpada rnasvar akat tentang 

hak hak anak: 
b. mcmberikan bantuan bcrupa layanan psikologrs. medis 

dan hukum tcrhadap Pekerja Anak pada Pekcrjaan Scktor 
Informal yang mengalarm eksplonasi, drsknrninasi. 
pelecehan dan kekerasan: 

c. rnernberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan 
keterarnpilan dan pcngurangan pengcluaran. 

d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada 
Pckerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk 
mclanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih 
tinggi, 

e. memberikan pendidikan non formal dan pclauhan 
keterarnpilan bagi Pekerja Anak pada Pckerjaan Sektor 
Informal yang udak menempuh pendidikan formal. 

('ll Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pckerjaun Scktor 
Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan 
untuk. 
a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskrirninasi, 

pelecehan dan kekcrasan rerhadap anak; 
b. mchndungi anak dan kegiatan yang dapat rnengganggu 

proses turnbuh kernbang anak, baik fisik. mental, moral 
dun mtelektual maupun kesehatan anuk 
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Bentuk peran serta Lembaga non pernerintah clan sektor swasta 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat 
berupa: 

Pasal44 

Lembaga non pcrnerintah dan sektor swasia mernpunyai kewajiban 
dan kcdudukan yang soma dengan Pemerintah Daerah untuk 
berperan serta dalam perhndungan terhadap hak-hak anak dan 
pengawasan baik secara mdividu, kelompok dan kclcmbagaan. 

BAB VIII 
PERAN SERTA l,EMBAGA NON PEMERINTAII DAN SWASTA 

Pasal 43 

Pasal42 
(1) Unit Pcluksana Tekms Pcrlindungan Pcrcmpuon don Anak 

(UPT PPA ) berkewajiban mclaksanakan pcnanganan korban 
pada Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf c 
dan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Perangkat 
Dacrah terkait yang membidangi urusan perlindungan anak, 
lembaga non pemerintah dan sektor swasta. 

{2) Pcnempatan anak di rumah aman sebagaimana yang dirnaksud 
pada Pasal 4 l huruf c dilakukan apabila berdasarkan 
idcntifikasi bahwa : 
a. Keselamatan anak terancarn: 
b. Anak tidak mcmiliki kcluarga/keluarga pengganti, dan 
c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota 

keluarga/kcluarga pengganti dan/atau masyarakat; 
(3) Pencrnpatan anak scbogaimana yang dimaksud pada Pasal 41 

huruf c dilakukan dalam waktu tertentu selarna anak 
rnendapatkan pemulihan dan / atau hingga keluarga/keluarga 
pcngganu dinilai memiliki kesiapan untuk mcngasuh dan 
melindungi anak. 

(4) Layanan pemulihan sosial dan psikologis yang dilakukan 
terhadap korban dapat dilakukan oleh UPT PPA bekcrjasama 
dcngan penyelenggara layanan pemulihan sosial dan pslkologis 
melalui: 
a. Layanan konseling; 
b. Terapi psikologis dan psikologi 
c. Bimbingan mental spritual dan 
d. pendampingan • 

Penangan Korban dilakukan melalui: 
a. identifikasi dan pcncrimaan layanan laporan pengaduan 
b. mclakukan undakan penyclamatan pada korban; 
c. mcnempatkan korban dr rumah aman: 
d. rnclakukan rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, 

pemulihan SOSHll dan psikotogi serta bantuan hukum. 
c Rcintegras, sosial dalam bcntuk layanan pasca rehabilitasi 

BAB VII 
PENANGANAN KORBAN 

Pasal 41 
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(I) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan 
kemampuan anak melalui organisasi anak dcngan membcntuk 
forum partisipasi anak; 

(2) Pemerintah Daerah wajib mcmperhatikan dan mengakomodasi 
pendapat anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang 
terkau dengan anak yang disampaikan melalui forum anak; 

(3) Forum anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat 
dJbcntuk mulai dari tingkat desa, kecamatan dan daerah; 

(4) Forum parueipasi anak sebagarmana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan represenlasi anak di daerah, bark reprcsentasr 
dorrusili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya 
anak dan latar belakang pendidikan anak 

(5) Pemerintah Daerah mcmberikan ruang bagi Anak untuk 
terlibat dalam kcgiatan pencegahan dan pengurangan resiko 
munculnya kasus-kasus kekerasan pada anak diantaranya: 
c1 melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada 

teman sebaya; 
b. menjadi surnber informasi kejadian undak kekerasan di 

hngkungannya; 
c, mengkonsultasikan keburunan dan keinginan korban 

kekerasan kepado pemerintah, rnura dan sektor lainnya 
yang mcmbidangi urusan perlindungan anak 

(6) Pembcntukan forum parnsipast annk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(7} Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum 
parusipasi anak dapat berasal dari· 
a. iuran dari anggota forum parusipasi anak; 
b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat 

tidak mengikat; 
c. banruan dari Pemerintah Daerah; dan/atau 
d. sumber-surnber pembiayaan lainnya sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

- 

BABlX 
FORUM PARTISTPASI ANAi( 

- Pasal 45 

a penycdiaan rurnah arnan dan rumah singgah; 
b. penyediaan Iasilitas ketrampilan dan lembaga pelatihan bagi 

anak yang bcrkonflik dengan hukum 
c. peodirian dan pengelolaan panti asuhan anak; 
d penclirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adikuf lainnya; 
e. pernberian baniuan hukum tcrhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum; 
f. pemberian bcasiswa pcndidikan: 
g, pembenan bantuan biava kcschatan, 
h. penyediaan taman bermain anak; 
1. ikut mengawasi secara aktif terhadap aknvuas anak yang tidak 

sesuai dengan norrna norma yong berlaku d1 masyorakat, 
j. bcntuk bcnruk peran serta masyarakat dan scktor swasta 

lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan 
anak 

k. melakukan upaya pencegahan (preventif) dalam bcntuk 
sosialisasi. pelatihan, penelitian tentang perlindungan anak. 
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(1) Setiap pcnyelenggara hiburan musik dan atau hiburan umum 
tainnya dilarang mempertontonkan hiburan yang tidak pantas 
ditonton oleh anak; 

Pasal SO 

(1) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, 
usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis 
dilarang rnenyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi 
oleh orang tuanya atau keluarganya yang Lelah dewasa atau 
guru pendamping/penanggun&jawab dalam rangka 
rnelaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya; 

(21 Setiap penyelenggara usaha hotel, usahe motel, usaha losmen, 
usaha wisma pariwrsata dan kegiatan usaha yang sejenis wajib 
menanyakan karru identitas pengunjung. 

Pasal 49 • 

(1) Setiap pcnyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, 
usaha bar, usaha karaoke dcwasa, usaha pub/rumah musik, 
usaha panu piJat/massagedan usaha panti mandi uap/sauna 
dilarang menenma pengunjung anak. 

(21 Seliap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, 
usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, 
usaha panu p1jat/ massage dan usaha panti mandi uap/sauna 
wajib menanyakan kartu identitas pengunjung . 

Pasal48 

(1) Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet] dilarang 
membuat sekat pernbatas ruangan lebih dari I (satu] meter. 

(2) Setiap penyelenggara usaha warung internet (wamet) dilarang 
mencnma anak-anak bennain di tempal usahanya pada Jam 
wajib belajar sekolah, serta pada jam wajib belajar. 

• 
Pasal 47 

Setiap orang dilarang: 
a. rnenempatkan, membiarkan, melakukan rnenyuruh 

rnelakukan. aiau turut serta rnelakukan kekerasan terhadap 
anak; 

b. rnelakukan kckcrasan atau ancarnan kekerasan. memaksa 
mclakukan tipu muslihat , mclakukan scrangkaian 
kebohongan, atau mcmbu;uk anak untuk rnelakukan atau 
mernbiarkan dilakukan perbuatan cabul; 

c. menempatkan, membiarkan, mclakukan menyuruh 
melakukan, atau rurut serta melakukan ckploitasi secara 
ekonomi dan/otau seksual terhadap anak; 

d. membujuk rayu, rnernaksa anak untuk mengkonsumsi 
narkouka atau terlibat dalam peredaran narkouka 

BABX 
LARANGAN 

Pasal 46 
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Pasal 54 
( l) Dalam rangka efekufitas peleksunann kebijakan KLA di Dae rah 

dibentuk sekretariat dan gugus tugas KLA 
(2) Sekretariat scbagrumana dimaksud pada ayat (!), bertugas 

memberikan dukungan teknis dan adrmmstratif kepada Ougus 
Togas K.LA. 

(3) Ougus tugas KLA bcrkedudukan pada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Perlindungan 
Anak. 

(4) Ougus tugas KLA sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas pokok: 
a. mengoordinasilcan pelaksanaan kebijakan dan 

pengembangan KLA; 

(1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak 
Anak yang tcrbagi dalam 5 (lima) kclompok, meliputi : 
a. hak sipiJ dan kebebasan; 
b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan altematif; 
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 
e. Perlindungan Khusus . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KL.A 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

• 

PasaJ 53 

(I) Pemerintah Daerah wajib mclaksanakan dan mendukung 
kebijakan nasional dalam penyclenggaraan Perhndungan Anak 
di daerah unruk rnenjarrun pemcnuhan Hak Anak. 

(2) Kebijakan scbagaimana dimaksud pada ayal (I) diwujudkan 
melalui pcmbentukan KLA. 

PasaJ 52 
(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengcmbangan 

KLA dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, 
sistematis, dan berkelanjutan. 

(2) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang: 
a. konsep KLA menyangkut dcngan tujuan, strategi dan 

peranan para pihak terkait; 
b. hak anak; dan 
c. pendekatan pengembangan KLA. 

- • 

BABXJ 
KABUPATEN LAYAK ANAK 

Pasal SJ 

(2) Sctiap penyclenggara hiburan rnusik dan atau hiburan umum 
lainnya di tcmpat umum dilarang mcnyclenggaraka.n hiburan 
mclebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang 
berwenang 

.. 
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(I) Untuk mewujudkan terpenuhmya hak anak secara terpadu 
dan terirucgrasi rnaka pernerintah desa harus konsrsten 
dalam pcnyclcnggaraan perlmdungan unak. 

(2) Unruk mcrnbaniu keloncaran peluksanaan desa layak anak 
maka pemcrintah desa bertanggungjawab melahirkan 
peraturan desa tentang pemcnuhan hak anak. 

(3) Dalam rangka efekufitas pelaksanaan kebijakan KLA maka 
perncrintah desa wajib rnelakukan penganggaran dana desa 
dalam penyelcnggaraan perlindungan anak, 

Pasal 56 
Penyelenggaraan Desa Loyak Anak 

(I) Gugus Togas Kl.A adalah Jembaga koordinatif yang 
anggotanya terdiri dari : 
a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi 

anak; 
b. perguruan tinggi; 
c. organisasi non-pemerintah; 
d. organisasi kcpcmudaan; 
c. dunia usaha; 
r. orang tua, keluarga; dan 
g. Porum Anak atau nama lain yang sejcnis. 

(2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan 
pengembangan KLA. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas KLA dapat 
berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana 
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjuinya 
disingkat UPT PPA dan/atau lembaga lain penyedia layanan 
dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban 
kekerasan . • 

Pasal55 

b. melakukan sosiahsasr, advokasi dan kornunikasi mformasi 
dan edukasi kebijakan Kl.A; 

c. mengumpulkan data dasar pengembangan Kl.A; 
d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data 

dasar; 
e. melakukan deseminasi data dasar; 
f. mcnentukan fokus dan priontas program daJam mewujudkan 

Kl.A, yang discsuaikan dengan potensi Daerah; 
g. mcnyusun rcncana aksi Dacrah KLA 5 [lirna) tahunon dan 

mckanismc kcrjn; dan 
h. melakukan moruroring, cvaluasl dan pclaporan pa.hng 

sedikit I [saru) tahun sekali. 
(5) Pcmbcntukan dan susunan kcanggotaan gugus tugas Kl.A 

ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 
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Dengan lidak mengesampingkan keteruuan dalam peraturan 
perundang-undangan pidana: 
(1) Setiap penyelcnggara usaha yang melanggar ketenruan 

scbagairnana dimaksud daJam Pasal 46, Pasal 47, 48, 49 dan 
50 dikcnakan sanksi administrauf berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pengawasan secara bcrkala; 
c. rckornendasi pcncabutan 1zm usaha. 

(2) Bupati memberi sanksi kcpada Perang.kat Daerah yang udak 
dapat mela.ksanakrul kewajibannya sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 6. 

(3) Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi 
administrat.if scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan ayal (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

• 
BAB XTII 

KETENTUAN SANKS! 
Pasal 58 

( 1) Bupati berwcnang melakukan pembinaan dan pengawasan 
atas pcnyelcnggaraan perlindungan anak. 

(2) Bentuk pcmbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bcrupa: 
a. membcrikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok 

anak mcngenai konscp KLA don hak annk; 
b mcnyediakan buku, leaflet, brosur mengenai 

perlindungan anak, kcschatan reproduksi, bahaya 
Penyaku Mcnular Seksual dan Narkouka dan Zat Adiklif 
lamnya (NAPZA) serta mcnyebarkannya kc masyarakat; 

c memberikan pelauhan yang berkaitan dengan 
pengasuhan/penc!Jdikan anak, prinsip konseling, 
psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta 
dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dim. 
penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan 
kegiatan lain yang sejcnis yang berkaitan deogan 
pemenuhan kebutuhan anak; 

d. mcmfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak 
dan komponen kelompok sosial budaya anak; 

e. memfasilitasi turnbuh dan berkembangnya pusat atau 
wadah layanan kcsehatan reproduksi rcmaja; 

f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik 
indivrdu maupun kelompok atau organisasi masyarakat 
yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak 
dcngan baik 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( LJ dapat 
berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelcnggaraan 
pcrlindungan anak yang dilaksanakan oleh pcnyclcnggara 
pcrlindungan anak 

BAB Xll 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 57 
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• 

Diundangkan di Lubuk Pakam 
pada tanggaJ 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG 

DARWlN~ 

SERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 
NO MOR 

• 
Ttd 

ASHARJ TAMBUNAN 

BUPATIDELISERDANG 

Ditctapkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal 23 Agustus 2021 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundongan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

BABXIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59 

r 


